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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

NOMOR 23 TAHUN  2020 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH  DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

Menimbang  :   a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang efektif 
dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas 
program-program Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka perlu 
meningkatkan daya guna dan hasil guna  perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 
2016-2021, Pengaturan mengenai RKPD yang ditetapkan 

dengan  Peraturan Bupati adalah sebagai penjabaran dari 
RPJMD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas   perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur; 

 
Mengingat  :    1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia  
Nomor 1820) ; 

                        2.  Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4286); 

                        3.  Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan  Nasional ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 
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                        4.  Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4438) ; 

                        5.  Undang  - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 

2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 
 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398);  

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5679); 
           8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang   

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);    
           9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017  tentang   

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6133); 
                        10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang   

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

       11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015  tentang   Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 
    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 



 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 

tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955); 

 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan 

dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 590); 
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 

Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2025    

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 
Nomor 16);  

 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2017 Nomor 1 ); 

 20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 12 ); 
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 
2008 Nomor 2 ); 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur Tahun 2016 Nomor 8); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur  Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

Tahun 2019 Nomor 258); 
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 
Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2); 

                        24. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, 

Fungsi serta uraian Tugas Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur( 

Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 
Nomor 50); 

 
                           

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan    :    PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 

TIMUR TAHUN  2021. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia  

Tahun 1945. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun.  

 



4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 
bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
kabupaten. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

yang selanjutnya disebut dengan Bapplitbangda atau sebutan lain adalah 
unsur perencana penyelenggaraan urusan fungsi penunjang pemerintahan 

yaitu Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. 
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. 
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut 

dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi  yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD. 
 

Pasal 2 
(1) Sistematika Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 

disusun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN. 
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH. 
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH. 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH. 
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 

BAB VII : PENUTUP. 
 
(2) Sistematika Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 
Maksud Peraturan Bupati ini adalah  untuk merumuskan prioritas dan sasaran 

pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun. 

 
Pasal 4 

Tujuan Peraturan Bupati,  ini adalah sebagai: 

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat 
Daerah (Renja-PD) Tahun 2021;  

b. Pedoman Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2021; 
c. Bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran 

sementara dalam RAPBD; dan 
d. Acuan dalam menyusun Rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) 

Tahun Anggaran 2021. 

 
 

 
 



Pasal 5 
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini,  meliputi: 

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur  
Tahun 2021; 

b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

Tahun 2021; dan 
c. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur  

Tahun 2021. 
 

BAB III 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 6 
RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 berpedoman pada arah 

kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 
2016-2021, RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, RKP Tahun 2021 

serta memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dengan 
tahapan sebagai berikut : 
a. Persiapan Penyusunan RKPD; 

b. Penyusunan rancangan Awal RKPD; 
c. Penyusunan Rancangan RKPD; 

d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang) RKPD; 
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 

f. Penetapan RKPD. 
 

Pasal 7 

(1) RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 memuat : 

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;  
b. program prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan 

Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan 
c. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. 

 
(2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, memuat gambaran umum kondisi ekonomi, kemampuan 

pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah paling sedikit 2 (dua) tahun 
sebelumnya dan perkiraan untuk tahun direncanakan; 

 
(3) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-
hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai 
penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan; dan 

 
(4) Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, 
yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya 
dari tahun anggaran yang direncanakan. 

 

Pasal 8 
RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 menjadi landasan 

penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2021. 
 

 
 
 

 
 

 
 



BAB IV 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 
Pasal 9 

(1) RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 dapat diubah dalam hal 

terjadi : 
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan 

daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program 
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 
 

(2) Perubahan RPKD kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati Kotawaringin 

Timur; dan 
 

(3) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur sebagaimana pada ayat (2) menjadi 
landasan penyusunan KUPA dan perubahan PPAS, Perubahan Renja-PD 
untuk menyusun perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur  

Tahun 2021. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP  

 
Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur. 

 
Ditetapkan  di  Sampit. 

pada tanggal   21 Juli 2020. 
 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

 
TTD 

 
SUPIAN HADI 

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal  21 Juli 2020. 

 

        SEKRETARIS DAERAH 
  KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, 

 
                    TTD 

 
              HALIKINNOR 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020  NOMOR 23 


